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Abstract. Along with the rapid advancement of digital technology, the practice of zakat payment has also evolved,
such as by making non-cash zakat payments online. Online zakat payment offers the potential to reach zakat givers
and recipients more broadly, as well as to increase efficiency in the collection and distribution of zakat funds
through a digital system. However, this online zakat payment system still raises debates among the public
regarding the validity of its implementation and the law, which is considered unclear because the method was not
found in the time of the Prophet Muhammad SAW. Therefore, this research was conducted to examine the concept,
Islamic legal review, advantages and disadvantages, as well as challenges and solutions in the application of the
online non-cash zakat payment system from the perspective of Islamic law. This research uses normative legal
methods in qualitative form and by conducting a literature study of literature or library materials. The findings
of this research show that online non-cash zakat payments are sharia-acceptable as long as they fulfill the pillars
and conditions of zakat and are carried out by official amil zakat institutions or platforms affiliated with amil
zakat institutions.
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Abstrak. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi digital, praktik pembayaran zakat pun mengalami
perkembangan, seperti dengan melakukan pembayaran zakat non-tunai secara online. Pembayaran zakat secara
online menawarkan potensi untuk menjangkau pemberi dan penerima zakat dengan lebih luas, serta meningkatkan
efisiensi dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat melalui sistem digital. Namun, sistem pembayaran
zakat secara online ini masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat terkait dengan keabsahan
pelaksanaan dan hukumnya yang dinilai masih belum jelas, karena metode tersebut belum ditemukan di zaman
Rasulullah SAW. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji konsep, tinjauan hukum
Islam, kelebihan dan kekurangan, serta tantangan dan solusi dalam penerapan sistem pembayaran zakat non-tunai
secara online dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dalam bentuk
kualitatif dan dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur atau bahan kepustakaan. Temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa pembayaran zakat non-tunai secara online dapat diterima secara syariah selama memenuhi
rukun dan syarat zakat, serta yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat resmi atau platform yang berafiliasi
dengan lembaga amil zakat.

Kata kunci: Hukum Islam; Pembayaran Non-Tunai; Zakat Online; Zakat

1. LATAR BELAKANG

Eksistensi zakat sebagai salah satu dari rukun Islam menduduki posisi yang sangat
penting dalam praktik keagamaan umat Muslim. Menurut Imam Hambali, zakat ialah hak yang
wajib dikeluarkan secara khusus pada harta tertentu untuk golongan-golongan tertentu dan
dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan pula. Dalam figih, zakat dapat dibagi menjadi
dua macam, yaitu zakat fitrah (badan) dan zakat mal (harta). Terdapat beberapa syarat tertentu
dalam menunaikan zakat, yaitu nishab (batas minimal harta yang wajib dizakati), haul (waktu

kepemilikan harta, umumnya satu tahun), dan kadar (besaran harta zakat yang dikeluarkan).
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Adapun beberapa syarat wajib zakat, yaitu merdeka, beragama Islam, merdeka, baligh dan
berakal, harta yang berkembang, kepemilikan harta yang sempurna, harta yang genap satu
tahun, tidak ada utang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Sedangkan, golongan yang berhak
mendapatkan zakat, yakni fakir, miskin, amil, mualaf, sabilillah, dan ibnu sabil.

Zakat merupakan salah satu ibadah wajib yang bermanfaat bagi pemberdayaan
ekonomi umat dalam dimensi sosial, serta bertujuan untuk mensucikan harta dan jiwa bagi
individu yang memenuhi syarat, sekaligus juga untuk memberikan bantuan kepada yang
membutuhkan. Hikmah dari dikeluarkannya zakat ialah sebagai wujud keimanan, wujud rasa
syukur, terhindar dari sifat kikir dan egois, mensucikan jiwa, membersihkan harta,
mendatangkan keberkahan, mendorong etos kerja dan usaha yang tinggi, sebagai wujud
kepedulian terhadap sesama manusia, serta sebagai upaya dalam pemberdayaan dan
kesejahteraan umat.

Dalam pengelolaan zakat dibutuhkan suatu lembaga atau badan yang berfungsi untuk
mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat secara optimal. Sebagaimana pada Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, di Indonesia terdapat beberapa
lembaga pengelola zakat yang resmi yakni, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga
Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), lembaga-lembaga tersebut bertugas
untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang akan disalurkan
kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya.

Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, digitalisasi dalam transaksi dan
platform online telah merambah pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal
pembayaran zakat secara non-tunai. Kemudahan dalam aksesibilitas pada teknologi digital
telah mendorong adaptasi praktik-praktik tradisional menjadi lebih relevan dan dapat dijangkau
dengan mudah oleh masyarakat luas. Pembayaran zakat non-tunai secara online menawarkan
potensi untuk menjangkau pemberi dan penerima zakat dengan lebih luas, serta meningkatkan
efisiensi dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat secara daring.
Dewasa ini, masyarakat telah semakin terbuka untuk memanfaatkan teknologi dalam
menunaikan kewajiban agama sehingga berpotensi untuk meningkatkan partisipasi dan
efisiensi.

Tren digitalisasi pembayaran zakat dari sistem konvensional ke sistem daring, telah
terasa pengaruhnya sejak tahun 2016. Dalam laporan BAZNAS pada tahun tersebut, angka
kecenderungan dalam memanfaatkan platform online untuk menunaikan pembayaran zakat
telah meningkat sebesar 12% di tahun 2019, angka tersebut diprediksi akan kembali meningkat

menjadi sekitar 16%. Kenaikan angka pertumbuhan tersebut kemungkinan dipengaruhi secara
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signifikan oleh kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai penggunaan teknologi digital
seperti smartphone, gadget, serta berbagai media digital online yang lainnya.

Digitalisasi pembayaran zakat secara online ini, pada awalnya disebabkan oleh adanya
wababh virus corona yang merupakan sebuah pandemi yang merebak di hampir seluruh belahan
dunia termasuk Indonesia, sehingga mendorong Kementerian Agama mengatur agar sebisa
mungkin meminimalisir pengumpulan zakat melalui kontak fisik secara langsung sebagaimana
yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020. Pada tahun 2019,
dengan kondisi pandemi saat itu yang menerapkan social distancing dan physical distancing
menyebabkan peningkatan pembayaran zakat melalui platform digital, BAZNAS mencatatkan
terdapat 42.030 muzakki yang menyalurkan zakat infak dan sedekah dengan total transaksi
digital sebanyak 75.471 dan diperoleh penghimpunan sebesar kurang lebih Rp 41 Miliar.

Pembayaran zakat secara non-tunai adalah metode pembayaran yang berbasis digital
atau dengan menggunakan uang elektronik yang merupakan hasil dari transformasi teknologi
dalam sistem transaksi modern. Pembayaran zakat non-tunai secara online ini dapat diakses
melalui website resmi BAZNAS maupun dengan menggunakan berbagai platform lain yang
bekerja sama dengan lembaga amil zakat. Dengan adanya platform-platform digital yang
menyediakan layanan pembayaran zakat secara online ini telah menawarkan kemudahan dalam
proses pembayaran zakat yang dapat dilakukan secara praktis dimanapun dan kapanpun.

Meskipun demikian, penggunaan zakat online ini masih menimbulkan banyak pro dan
kontra di kalangan masyarakat, karena hal tersebut belum ada di zaman Rasulullah SAW,
sehingga hukumnya masih dianggap belum jelas. Ada pendapat yang meragukan keabsahan
sistem zakat secara online, sebab tidak adanya akad antara muzakki dengan amil. Selain itu,
terdapat pula respon dari masyarakat yang mendukung sistem zakat online karena dapat
membantu dalam memudahkan proses penunaian zakat.

Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai keabsahan pembayaran zakat non-
tunai secara online ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk
mengeksplorasi konsep pembayaran zakat secara online, mengkaji hukum dan pandangan para
ulama terhadap praktiknya, menganalisis kelebihan dan kelemahan serta tantangan dan solusi

dalam penerapannya, lalu kemudian akan ditarik suatu kesimpulan.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam hukum Islam
(law in book), yang diolah dalam bentuk kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum

Islam dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dalam penelitian ini digali
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melalui studi kepustakaan yang bersumber dari literatur atau bahan kepustakaan yang relevan
dengan penelitian serta menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi tiga bahan hukum,
yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut ialah yang dapat
berupa buku-buku, artikel jurnal, situs web, serta Al-Qur’an dan Hadis. Setelah semua data
terkumpul, maka selanjutnya akan dilakukan kajian analisis terhadap konten yang melibatkan
identifikasi dan interpretasi informasi pada sumber sumber literatur, yang kemudian digunakan
untuk mendeskripsikan dan menarik kesimpulan dari pembahasan mengenai pembayaran zakat

non-tunai secara online dalam perspektif hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Pembayaran Zakat Non-Tunai secara Online

Zakat merupakan perintah Allah yang dapat didefinisikan sebagai bagian dari harta
yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat Muslim yang memenuhi persyaratan tertentu, kepada
golongan umat tertentu, dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pula. Selain sebagai
ibadah, zakat juga memiliki banyak manfaat bagi upaya pemerataan kesejahteraan dan
pemberdayaan ekonomi umat.

Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan dan penyaluran zakat dapat dilakukan baik
secara individu ataupun dengan melalui panitia amil zakat yang bertugas untuk menghimpun,
mengelola, serta menyalurkan zakat. Di Indonesia, pada zaman dahulu praktik zakat
dilaksanakan secara individu, yaitu penyaluran zakat yang dilakukan oleh muzakki dengan cara
memberikannya secara langsung kepada mustahik yang berhak menerimanya. Akan tetapi,
seiring dengan terus berjalannya waktu, penghimpunan dan pengelolaan zakat mengalami
perkembangan, yaitu dengan melalui perantara panitia amil zakat di tempat keagamaan, seperti
masjid dan pesantren, atau dengan melalui lembaga amil zakat nasional resmi, yakni Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

Seiring dengan perkembangan zaman, yang awalnya kegiatan masyarakat lebih banyak
dilakukan secara langsung kini dapat berubah menjadi menggunakan teknologi digital. Bahkan,
berbagai kegiatan muamalah pun mulai menggunakan teknologi dengan sistem online yang
dapat memudahkan dan untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat. Teknologi
informasi yang semakin berkembang telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam
kehidupan sehari-hari, misalnya dalam hal digitalisasi zakat. Dengan memanfaatkan teknologi
digital, penunaian zakat kini juga dapat dilakukan melalui sistem online yang bertujuan untuk

memudahkan umat Islam dalam melakukan kegiatan muamalah yang tetap disesuaikan dengan
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prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam syariat agama. Sehingga, saat ini pun lembaga-lembaga
amil zakat mulai memanfaatkan teknologi untuk mengadakan digitalisasi zakat.

Adapun sistem transaksi non-tunai merupakan transaksi yang dilakukan melalui
instrumen non-tunai, tanpa uang fisik, yaitu yang berupa kertas seperti cek dan bilyet giro,
berupa kartu seperti kartu kredit, ATM dan debit, maupun dengan uang elektronik (e-money).
Umumnya dalam konteks pembayaran zakat non-tunai secara online ini akan menggunakan
uang elektronik sebagai alat pembayarannya. Sementara itu, sistem zakat online merupakan
suatu kegiatan zakat yang saling terhubung dengan menggunakan komputer maupun perangkat
elektronik lain dengan melalui internet, dan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.

Sementara itu, zakat online (e-zakat) ialah sebuah portal daring yang di dalamnya
memuat berbagai informasi terbaru terkait dengan zakat, tersedianya layanan kalkulator zakat,
layanan pembayaran zakat secara online, dan untuk memantau pembayaran zakat melalui
portal tersebut. Kemajuan yang positif dan inovatif dalam bidang teknologi digital ini dapat
berdampak dalam mengubah gaya hidup masyarakat. Salah satu dampak utama dari
pengadopsian teknologi dalam gaya hidup masyarakat tersebut ialah yang dapat dilihat dari
penggunaan sistem zakat online.

Sebagai lembaga amil zakat nasional yang terbesar di Indonesia, BAZNAS mulai
berinovasi dengan melakukan digitalisasi zakat sejak tahun 2016. Sebagai upaya untuk
meningkatkan dana zakat yang akan dihimpun, BAZNAS kemudian mulai menciptakan
platform online seperti website dan aplikasi, serta juga bekerja sama dengan beberapa platform
swasta yang membantu dalam penghimpunan dana zakat, hal ini bertujuan untuk efisiensi
dalam pembayaran zakat.

Pada awalnya, pembayaran zakat secara online ini hanya ditujukan kepada para
Aparatur Sipil Negara (ASN) saja. Namun, sekarang platform ini telah dibuka untuk publik,
sehingga dapat diakses secara bebas oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Selain zakat,
BAZNAS juga menyediakan kemudahan layanan dalam pembayaran infak, shadagoh, maupun
donasi-donasi lain melalui sistem online payment yang bekerja sama dengan bank syariah dan
konvensional.

Terdapat beberapa platform yang telah disediakan oleh BAZNAS dalam rangka untuk
mendorong digitalisasi zakat di Indonesia. Platform pertama, platform resmi dari BAZNAS
yakni yang berupa website BAZNAS vyang dapat diakses melalui laman
“http://www.baznas.go.id”, serta pada platform aplikasi yang bernama “Muzaki Corner”.
Dalam platform tersebut terdapat fitur bayar zakat, yang dapat digunakan oleh muzakki untuk

membayar zakatnya secara online.
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Platform kedua, commercial platform, yaitu hasil kolaborasi antara BAZNAS dengan
beberapa e-commerce, seperti Lazada, Shopee, Blibli, dan Elevenia. Selain itu, BAZNAS pun
juga berkolaborasi dengan beberapa layanan fintech, yakni seperti OVO, Gopay, dan Linkaja.
Platform Kketiga, social media platform, BAZNAS memasang iklan dan kampanye melalui
media sosial untuk mengajak masyarakat berzakat, misal seperti Facebook dan X. Platform
keempat, innovative platform, BAZNAS yang menyediakan inovasi pelayanan melalui QR
code yang di scan untuk dapat mengakses layanannya.

Platform kelima, yakni artificial intelligence platform ialah yang dimanfaatkan
BAZNAS untuk berkampanye menggunakan chatbot pada aplikasi LINE yang bernama Zavira
(Zakat Virtual Assistant) yang dapat ditemui di aplikasi LINE dengan nama akun
@baznasindonesia, dan ada juga donasi yang menggunakan augmented reality. Aplikasi ini
juga bisa digunakan oleh para penggunanya untuk melakukan scan pada setiap logo BAZNAS,
yang kemudian akan muncul beberapa fitur menu layanan, seperti pembayaran zakat secara
online.

Dalam menjalankan beberapa platform zakat online tersebut, BAZNAS pun bekerja
sama dengan beberapa bank syariah dan bank konvensional guna memudahkan dalam proses
pembayaran zakat secara online seperti melalui mobile banking, transfer bank online kartu
debit dan kredit, aplikasi perbankan, uang elektronik (e-money), internet banking situs web
perbankan, payment gateway, serta QR code payment yang dapat melakukan pembayaran
dengan memindai kode QR melalui aplikasi perbankan atau dompet digital (e-wallet).

Selain itu, BAZNAS juga bekerja sama dengan lembaga amil zakat lain, seperti Dompet
Dhuafa, Rumah Zakat Indonesia, Inisiatif Zakat Indonesia, NU CARE LAZIS NU, LAZIS MU
dan lain-lain. Dana zakat yang terkumpul tersebut akan digunakan untuk berbagai program
sosial, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan.

Untuk menunaikan zakat secara online, maka dapat dilakukan dengan melalui platform-
platform yang telah disediakan BAZNAS sebagaimana di atas tersebut agar sesuai dengan
ketentuan syariat Islam, maka hal yang dapat dilakukan terlebih dahulu yakni memilih lembaga
dan platform yang terpercaya, selanjutnya yaitu menghitung jumlah nominal zakat yang harus
dibayarkan, lalu melafalkan niat dengan ikhlas untuk membayar zakat dan melakukan transfer
dana zakat pada platform tersebut, kemudian melakukan konfirmasi pembayaran dengan
mengikuti petunjuk yang tercantum dalam platform dan dengan mengirimkan bukti

pembayaran serta data diri muzakki.
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Keabsahan Hukum Pembayaran Zakat Non-Tunai secara Online

Dasar hukum pembayaran zakat secara online tidak ada dibahas dengan spesifik atau
khusus dalam dalil nash, namun dengan adanya metode pembayaran ini masyarakat menjadi
lebih dimudahkan dalam membayar zakat saat berada dimanapun dan kapanpun. Meski tidak
terdapat rujukan khusus mengenai pembayaran zakat secara online dalam hukum ekonomi
syariah, namun dasar hukum yang mengatur tentang pembayaran zakat itu pun juga dapat
menjadi panduan untuk memahami dan melaksanakan praktik ini.

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab “Fighuzzakat”, berpendapat bahwa
seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa yang
diberikannya adalah zakat, maka zakatnya akan tetap sah. Dengan demikian, hal ini juga akan
berarti bahwa dibolehkannya menyerahkan dana zakat secara online melalui platform dari
lembaga amil zakat yang resmi dan terpercaya, asalkan tetap sesuai dengan syarat dan rukun
zakat, sehingga hal tersebut juga dapat dianggap sah selama dijalankan dengan niat yang benar
dan penyaluran dana zakat tersebut dapat dipastikan sampai kepada pihak-pihak yang berhak
menerimanya.

Sebagaimana ijtihad yang telah dilakukan oleh para sahabat dan ulama-ulama, Quraish
Shihab mengemukakan bahwa praktik pembayaran zakat yang dilaksanakan sesuai dengan
perkembangan zaman seperti dengan menggunakan media online selama tidak mengubah
syarat, rukun dan hal-hal yang telah ditentukan dalam nash, maka hal ini dapat dilaksanakan
secara maksimal dan dengan catatan dapat menjadi sarana bagi umat dalam melakukan syariat
serta juga dapat menambah ketakwaan terhadap Allah SWT. Maka pembayaran zakat secara
online ini dapat diterapkan, selama tidak bertentangan dengan substansi dari zakat itu sendiri
dan tidak keluar dari syariat Islam.

Adapun menurut Abdurrahman Al-Jazairi, apabila tidak terdapat suatu kesulitan dalam
menyerahkan zakat secara langsung, maka haram hukumnya membayar zakat secara online
kecuali mukallid (orang yang taklid) yang mampu mengomparasikan dalil dan memperoleh
pendapat yang lebih unggul dari berbagai pendapat yang berbeda atau jika mengikuti gaul
dha’if (pendapat yang dianggap lebih lemah), maka diperbolehkan apabila amal yang
dilakukan tersebut bersifat pribadi untuk difatwakan dan tidak untuk menjadi putusan hukum.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia telah menyatakan bahwa metode
membayar zakat yang dilaksanakan secara online sama sahnya dengan membayar zakat secara
langsung. Sebab hal yang terpenting dalam zakat adalah niat dari pembayar zakat dan dana

tersebut harus sampai kepada penerima zakat. Dalam hal ini, BAZNAS pun telah menyediakan
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berbagai platform online untuk memudahkan proses pembayaran zakat. Umumnya metode
pembayaran zakat online ini diperbolehkan karena hanya berbeda bentuk penyalurannya saja.

Pembayaran zakat non-tunai secara online adalah metode zakat yang dilakukan dengan
menggunakan uang elektronik, konsepnya ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa
DSN MUI No.116/DSN-MUI/1X/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini
mengatur mengenai penggunaan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
termasuk penggunaannya sebagai alat pembayaran, seperti untuk zakat, infag, dan shadagah.
Selain itu, juga pada Fatwa DSN MUI No0.117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan
Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang juga sebagai
payung hukum suatu Fatwa MUI yang mendukung pelaksanaan berbagai transaksi melalui
fintech syariah, sehingga hal ini dapat termasuk pula pada pembayaran zakat secara online
melalui fintech.

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni Hasanuddin AF,
menyatakan bahwa zakat yang disalurkan secara online tidak menjadi masalah secara hukum
Islam, karena dengan adanya zakat online ini dapat mempermudah masyarakat dalam
menunaikan kewajiban zakatnya. Pendapat ini didukung pula oleh MUI DKI Jakarta melalui
Pengurus Komisi Fatwa, KH Muzaini Aziz, yang menyatakan bahwa pembayaran zakat secara
digital diperbolehkan. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam, juga menyatakan bahwa
pembayaran zakat fitrah secara online diperbolehkan karena dalam fikih tidak harus ada ijab
kabul secara fisik.

Berdasarkan pada kaidah “al-ashlu fil asy-yaa-i al-ibahah”, yang artinya “hukum asal
dari segala sesuatu adalah mubah”, kaidah ini berarti bahwa hampir semua transaksi atau
muamalah umumnya dapat diterima, seperti jual beli, sewa, gadai, dan sebagainya. Kecuali,
pada kegiatan yang telah jelas dilarang dalam nash, seperti merugikan pihak lain, adanya riba,
maysir, dan gharar. Sehingga, dalam hal ini juga berarti bahwa selama tidak ada dalil yang
melarangnya, maka pembayaran zakat secara online hukumnya adalah sah dan diperbolehkan.

Sementara itu, apabila dipertimbangkan dari segi kemaslahatannya (maslahah),
platform layanan zakat online ini menawarkan kemudahan layanan bagi muzakki dalam
membayar zakat, misalnya jika muzakki berhalangan dalam menunaikan zakat secara langsung
atau apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain melakukan pembayarannya secara
online, maka hal tersebut termasuk dalam kategori darurat, sehingga pembayaran zakat secara
online dalam hal ini boleh dilakukan dan hukumnya sah selama tidak ada dalil yang
melarangnya. Dengan demikian, pembayaran zakat secara online ini boleh diterapkan, namun

tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
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Terdapat banyak anggapan dan keraguan dalam pembayaran zakat secara online karena
dianggap tidak adanya sighat (ijab dan gobul) di antara para pihak yang terlibat. Namun, ijab
dan gobul dalam pembayaran zakat tidak diharuskan untuk bertemu secara langsung, hal ini
karena pembayaran zakat tergantung dari niat seseorang yang akan membayar zakat tersebut.
Dalam zakat, proses akad termasuk sesuatu yang sunnah. Akad yang digunakan dalam zakat
online ialah ijab dan qobul yang berupa laporan kepada muzakki yang dikirim melalui e-mail,

short message, atau dalam bentuk laporan lain dari platform layanan zakat online tersebut.

Kelebihan dan Kekurangan dari Metode Pembayaran Zakat secara Online
Kelebihan dari metode pembayaran zakat secara online

Kelebihan utama dari metode pembayaran zakat secara online ialah pada sistemnya
yang menawarkan kemudahan kepada para muzakki untuk membayarkan zakat dengan lebih
efektif dan efisien. Selain itu, metode pembayaran zakat yang dilakukan secara online juga
memiliki beberapa hal lain yang menjadi kelebihannya. Pertama, muzzaki tidak perlu
bepergian untuk membayar zakat melalui tatap muka secara langsung, dan dapat dilakukan
dimanapun dan kapanpun. Sehingga muzakki yang sedang dalam perjalanan di luar daerah atau
di luar negeri pun dapat membayar zakatnya selama masih terhubung dengan koneksi internet.
Kedua, proses pembayaran yang dilakukan dengan sangat cepat dan mudah, karena tersedianya
berbagai metode pembayaran, seperti dengan transfer bank melalui mobile banking, kartu
kredit atau debit, kode QR, dan dompet digital (e-wallet). Ketiga, tersedianya fitur kalkulator
perhitungan zakat otomatis, sehingga memudahkan pengguna untuk mengetahui besaran
nominal zakat yang harus dibayarkan. Keempat, dana zakat yang telah dibayarkan akan
langsung terkelola dan tersimpan dalam database platform, sehingga muzakki dapat langsung
mencetak laporan pembayaran zakatnya sendiri dan juga terdapat bukti pembayaran yang dapat
digunakan sebagai lampiran pemotongan pajak. Kelima, adanya transparansi dalam platform
zakat online karena telah tersedia catatan dan laporan terkait pengumpulan dan penyaluran
dana zakat. Sehingga muzakki dapat memantau informasi penyaluran dana zakat untuk
memastikannya dapat sampai kepada yang berhak menerima. Keenam, dapat menjangkau
partisipasi muzakki secara lebih luas, termasuk yang berada di daerah terpencil atau memiliki
jadwal yang sangat padat. Maka hal ini akan dapat memungkinkan adanya peningkatan jumlah
zakat yang terkumpul. Ketujuh, membantu memudahkan lembaga amil zakat dalam

menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat.
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Kekurangan dari pembayaran zakat secara online

Selain memiliki kelebihan, pembayaran zakat yang dilakukan secara online juga
memiliki beberapa kekurangan. Pertama, dalam pembayaran zakat secara online, belum adanya
ketentuan khusus terkait batasan domisili muzakki, sehingga dikhawatirkan jika terjadi
perpindahan zakat yang keluar dari daerah domisili muzakki. Kedua, kekhawatiran mengenai
keamanan data pribadi, sehingga diperlukan perlindungan atas keamanan siber yang kuat untuk
melindungi informasi dan data pribadi muzakki. Ketiga, terdapat risiko terjadinya suatu
masalah teknis atau kendala dalam akses platform zakat online, seperti kegagalan dalam
transaksi pembayaran zakat. Keempat, memerlukan kewaspadaan yang tinggi saat memilih
suatu platform zakat online, karena apabila tidak teliti atau salah dalam memilihnya, maka
dapat berpotensi terjadinya penipuan atau penggelapan dana zakat oleh platform organisasi

yang tidak bertanggung jawab.

Tantangan dalam Penerapan Metode Pembayaran Zakat secara Online

Adanya digitalisasi zakat dapat menyebabkan munculnya berbagai tantangan dalam
penerapan pembayaran zakat online. Isu keamanan siber, literasi digital masyarakat, dan
infrastruktur teknologi yang belum merata menjadi beberapa contoh kendala yang perlu diatasi.
Dalam hal ini, maka diperlukan pengembangan terhadap sistem keamanan dan edukasi kepada
masyarakat untuk memaksimalkan potensi digitalisasi zakat. Dengan memanfaatkan teknologi
digital secara optimal sembari tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, maka sistem zakat
online ini dapat berpotensi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi pembayaran zakat,
sehingga kemudian dapat pula mendorong kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat.
Berikut ini adalah beberapa tantangan yang dapat muncul dalam pelaksanaan zakat online:

1. Tidak adanya regulasi hukum yang komprehensif dan kerangka hukum yang spesifik yang
secara khusus mengatur mengenai ketentuan zakat online, seperti diperlukannya kejelasan
mengenai status hukum zakat online dalam memenuhi kewajiban agama.

2. Aksesibilitas internet dan infrastruktur teknologi digital yang masih terbatas dan tidak
merata, seperti pada daerah pedesaan yang masih sulit mengakses teknologi digital,
sehingga masyarakat pedesaan tersebut akan sulit untuk melaksanakan pembayaran zakat
secara online.

3. Tantangan dalam membangun kepercayaan publik dan mengatasi kekhawatiran terkait
legitimasi dan akuntabilitas platform zakat online. Dalam hal ini, maka diperlukan adanya
pengawasan yang ketat serta adanya transparansi dalam proses pengelolaan dan

penyaluran dana zakat pada platform-platform penyedia layanan zakat online.
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4. Kekhawatiran publik terhadap platform zakat online yang tidak aman, tidak amanah atau
tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam syariat Islam. Sehingga diperlukan adanya regulasi
hukum dan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap platform-platform zakat online.

5. Kurangnya literasi dan kesadaran digital di kalangan muzakki dan mustahik. Solusi untuk
mengatasi tantangan ini ialah dengan mendorong pelaksanaan edukasi dan promosi
tentang manfaat serta potensi risiko dari zakat online kepada masyarakat luas.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan zakat online maka diperlukan
pendekatan multi-aspek yang melibatkan kerangka hukum, pengembangan teknologi digital,

edukasi publik, dan upaya kolaboratif dari para pemangku kepentingan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Metode pembayaran zakat yang dilakukan secara online umumnya dianggap boleh dan
sah dalam hukum Islam, namun harus tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya
niat yang benar dan ikhlas dari pemberi zakat, lalu memfasilitasi penyaluran dana zakat yang
tepat dan merata kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya. Akan tetapi, terdapat
pula pandangan yang tidak membolehkannya apabila tidak sedang dalam keadaan mendesak.
Salah satu alasan diperbolehkannya adalah karena kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan
oleh zakat online ini berpotensi untuk menjadi sarana yang menarik dan dapat meningkatkan
partisipasi umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat. Namun, perlu memilih platform
atau organisasi zakat online yang kredibel dan terpercaya untuk meminimalisir adanya risiko
keamanan data, penipuan, atau penyaluran dana yang tidak tepat. Selain itu, dalam mengatasi
berbagai tantangannya maka perlu juga dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan untuk
mengembangkan regulasi hukum yang jelas, meningkatkan keamanan dan transparansi, serta
mendorong pelaksanaan edukasi dan promosi kepada masyarakat luas guna memaksimalkan
manfaat zakat online sekaligus mengatasi berbagai tantangannya dengan lebih efektif. Maka
diperlukan pula adanya kerja sama di antara para pemangku kepentingan untuk menciptakan
sistem zakat online yang aman, amanah, transparan, serta mudah diakses kapanpun dan

dimanapun.
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